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Sub Bagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi bali 

 

Sumber Berita :  
NusaBali, Penyidik Tinggal Periksa Saksi Ahli: Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Yang Jerat Winasa, 
Kamis 6 November 2014 
 
Catatan :  
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :   

 Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya. 

 Pasal 1 angka 5 menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari 
dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat 
atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.  

 Pasal 120 ayat 1 menyatakan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta 
pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. 

 Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan 
bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata 
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum.    

 Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang menyatakan 
bahwa Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan 
ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan 
negara. 

 Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan makna ekspose adalah pernyataan (pengungkapan, 
penyingkapan) secara formal tentang suatu kenyataan.  

 


